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I.  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32/2004, memberikan mandat otonomi bagi Pemda dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Kewenangan Pemda meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, serta tanggung jawab untuk melestarikannya.  Praktek pengelolaan pesisir saat ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan telah berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang luas. Kondisi yang terjadi saat ini kurang lebih sebagian besar  disebabkan oleh tidak adanya:

a. Informasi dan data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan 

b. Pendekatan terpadu dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir

c. Keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya laut

d. Tranparansi dalam pengalokasian pemanfaatan sumberdaya

Tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut semakin memburuk dalam krisis ekonomi sekarang ini. Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan kecil.  Sebagian besar nelayan dan masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu titik strategis penyebab utamanya adalah lemahnya kemampuan manajemen usaha. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan di bidang perikanan. 

Munculnya fenomena kemiskinan di daerah pesisir tidak semestinya kita terima begitu saja. Dewasa ini kelompok termiskin dalam masyarakat tinggal di sepanjang pantai. Laut belum memberikan sumbangan maksimal bagi pembangunan, laut kita semakin banyak dikuasai oleh kapal-kapal berbendera asing, kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya. Pembangunan nasional sudah saatnya menjangkau ke kawasan pesisir serta sector ekonominya. Kemiskinan nelayan dan kawasan pesisir serta keterbelakangan sector perikanan akan tetap berlangsung, jika sektor perikanan dan kawasan pesisir tidak melakukan industrialisasi, modernisasi dan manajemen kelembagaanya (Soemarjo dll, 2002). Pemberdayaan sumberdaya laut sudah semestinya dilakukan melalui pendekatan dengan para nelayan, antara lain dengan melakukan pemberdayaan kepada kelompok nelayan miskin agar mereka dapat mengorganisasikan usaha tangkapan ikanya.


Kelemahan pada umumnya yang sering ditemukan pada nelayan adalah rendahnya kemampuan manajerial dan pengetahuan pengelolaan usahanya, yang menjadi sebab utama para nelayan masih terbelenggu dalam kemiskinan. Melimpahnya potensi sumberdaya laut dan perikanan mengharuskan adanya usaha pemberdayaan masyarakat dengan cara pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan baik itu untuk usaha penangkapan, kelembagaan dan pengelolaan hasil perikanan.


Untuk kepentingan tersebut, diperlukan suatu kegiatan nyata yang sifatnya tidak eksploitatif, berorientasi kepada aspirasi masyarakat nelayan, dikelola secara komprerhensip dan holistic untuk memberdayakan wilayah pesisir. Pemberdayaan merupakan upaya mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi laut yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan melalui usaha-usaha agribisnis perikanan yang profitable (Soemarjo dll, 2002). Upaya pemberdayaan itu akan lebih terarah, jika dilaksanakan secara intensif dengan mengikutsertakan langsung masyarakat atau kelompok sasaran dan pemerintah sehingga lebih efektif karena sesuai kehendak dan kemampuan mereka sendiri.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang didukung oleh riset-riset untuk aktivitas mata pencaharian alternatif dalam rangka mengidentifikasi aktivitas peningkatan pendapatan bagi masyarakat pesisir dan mengelola ekosistem pesisir secara berkelanjutan perlu segera dilakukan. Riset tersebut sebaiknya dilakukan secara detil dan komprehensif dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pendekatan partisipatif.  Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud peningkatan kemampuan masyarakat  dalam merencanakan pembangunan desa pesisirnya berdasarkan hasil identifikasi peluang pengembangan mata pencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem secara partisipatif.

Rencana kegiatan pengembangan klaster ekonomi lokal merupakan tindak lanjut hasil kajian kebutuhan pembangunan masyarakat dan rekomendasi kegiatan pengkajian partisipatif komoditi unggulan daerah, dalam rangkaian kegiatan riset adaptif untuk mendukung proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif berbasis pengembangan mata pencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem.  Pengembangan klaster sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan ekonomi lokal belum banyak dipahami oleh sebagian kalangan masyarakat terutama aspek manfaat, tujuan dan hal-hal yang terkait dengan klaster suatu komoditi.  Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan klaster sebagai basis dari pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah upaya mengakselarasi perkembangan dan dinamika klaster.

Substansi kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan model percontohan pembangunan desa pesisir dengan pendekatan KLASTER EKONOMI LOKAL.  Kegiatan ini secara garis besar terdiri dari dua fase yaitu fase perencanaan pembangunan desa dan fase rencana aksi pemberdayaan masyarakat.  Fase pertama meliputi riset adaptif melalui pengumpulan data dan informasi (sekunder dan primer) secara partisipatif (PRA dan RRA) dan lokakarya lintas stakeholder dan diskusi kelompok terarah (ZOPP/LFA dan Focus Group Discussion) untuk menyusun perencanaan pembangunan desa. Fase kedua meliputi rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan pelatihan fasilitasi bagi agen pembangunan desa (Training Of Trainer for Rural Development Agent) dan pelatihan teknis – manajerial untuk pengembangan mata pencaharian alternatif (Technical and Managerial Training for Developing Alternative Livelihoods)

Aspek permasalahan yang diteliti pada fase pertama adalah kajian aspek sumberdaya alam dan lingkungan, sumberdaya manusia, sosial ekonomi dan kelembagaan, untuk menganalisis peluang pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat desa pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.  Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan riset adaptif yang merupakan pengkombinasian antara pola penelitian ekspert yang dilakukan oleh peneliti (orang luar) dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat lokal.  Tahapan dalam kegiatan riset partisipatif ini meliputi pelaksanaan RRA-PRA, riset keilmuan, serta perencanaan pembangunan desa dengan metode ZOPP dan LFA.  Melalui kegiatan tersebut diharapkan terselenggara proses pembelajaran yang demokratis dan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan menitikberatkan pada identifikasi peluang pengembangan mata pencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem.

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan pembangunan dari masyarakat dan rekomendasi kegiatan pengkajian partisipatif komoditi unggulan daerah dalam rangkaian kegiatan riset adaptif, maka pada fase kedua direncanakan  pengembangan klaster ekonomi lokal.  Pengembangan klaster ekonomi lokal ini dimaksudkan untuk mendorong dinamika perekonomian masyarakat di desa pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kegiatan pelatihan – pengembangan agen pembangunan desa, penguatan kelompok, pendampingan dan monitaring - evaluasi, sehingga tumbuh etos kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Objek penelitian ini adalah masyarakat desa pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan beragam aktivitas mata pencahariannyanya di bidang perikanan, seperti penangkapan, marikultur dan pengolahan hasil perikanan.  Selain itu para tokoh masyarakat, perangkat desa, pemerintah daerah dan instansi terkait serta perusahaan swasta juga dilibatkan melalui satu forum diskusi untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif.  

B.  Tujuan Khusus

1. Melakukan perencanaan pembangunan pesisir secara partisipatif berbasis pengembangan mata pencaharian alternatif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem, melalui :

a. Identifikasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan di wilayah desa pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menganalisis peluang pengembangan mata pencaharian alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terpeliharanya ekosistem.

b. Kajian beragam potensi, kendala dan harapan masyarakat desa pesisir yang digali secara partisipatif untuk dianalisis secara teknis dengan pertimbangan ekonomis dan berkelanjutan terhadap kelestarian sumberdaya alam.
c. Penyusunan rencana teknis kegiatan atau program pengembangan yang memuat proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan mengidentifikasi peluang pengembangan mata pencaharian alternatif dan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem. 
2.  Mengembangkan klaster ekonomi lokal berbasis kelompok usaha berdasarkan hasil kajian kebutuhan pembangunan dari masyarakat dan rekomendasi kajian partisipatif  komoditi unggulan daerah dengan cara : 

a. Peningkatan dinamika dan etos kemandirian klaster ekonomi lokal

b. Peningkatan kapasitas manajerial dan teknis klaster ekonomi lokal untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain 

c. Peningkatan kemampuan klaster ekonomi lokal dalam menyusun rencana tindak lanjut strategis pengembangan usaha/ekonomi.
C.  Urgensi (Keutamaan) Kegiatan

Riset adaptif pada hakekatnya adalah upaya mencari titik temu antara tujuan pembangunan yang diprogramkan pemerintah (top down planning), hasil analisa peneliti dan kebutuhan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat (bottom up planing).  Riset adaptif diharapkan mampu menghasilkan suatu rencana pembangunan yang seimbang yang menitikberatkan pada unsur partisipatif, dialogis dan pemecahan masalah.  Melalui riset adaptif, terbuka kemungkinan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa pesisirnya berdasarkan hasil identifikasi bersama peluang pengembangan matapencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem.  

Pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat dengan pendekatan klaster sebagai kelanjutan dari riset adaptif, adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan antara para pemeran (stakeholders) ekonomi, yaitu kelompok-kelompok ekonomi berbasis masyarakat, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan ekonomi daerah. Pendekatan tersebut menekankan pada kewenangan lokal (local control), menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan kelembagaan. Dengan demikian kemitraan pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan upaya mobilisasi para pelaku, organisasi, dan sumber daya serta pengembangan kelembagaan yang baru melalui dialog dan kegiatan-kegiatan yang bersifat partispatif.

Klaster ekonomi lokal adalah kumpulan beberapa komponen yang menggabungkan diri dalam sebuah usaha (petani, pedagang, pengusaha), mencakup semua rantai kegiatan ekonomi dari pra-produksi sampai pasca produksi, semua unit usaha dan semua stakeholder yang terlibat berdasarkan kedekatan geografis, kesatuan sektor usaha atau kesatuan komoditas pada suatu lokasi.  Kesatuan usaha yang dimaksud termasuk usaha memproduksi bahan baku, pengolahan, dan para pedagang barang jadinya serta juga lembaga pelayanan pendukung.  Klaster ekonomi lokal biasanya mengarah pada komoditas perikanan pertanian, dan perkebunan yang merupakan basis kegiatan ekonomi mayoritas masyarakat di negara berkembang yang sedang bertransformasi.

D.  Hasil Yang Ditargetkan

Masa pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama 1 tahun yang terdiri dari 2 fase, yaitu :  a) Fase 1 (perencanaan pembangunan), b)  Fase 2 (rencana aksi pengembangan klaster).


Pada kegiatan fase pertama hasil yang ditargetkan antara lain adalah :

a. Deskripsi tentang sumberdaya alam di desa pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, profil sumberdaya manusia dan kondisi sosial ekonomi - kelembagaan sebagai sumber infomasi untuk menganalisis peluang pengembangan mata pencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut melalui riset keilmuan.

b. Peningkatan pemahaman  masyarakat tentang beragam potensi, kendala serta harapan mereka yang digali secara partisipatif melalui proses PRA-RRA, untuk dianalisis secara teknis dengan pertimbangan ekonomis dan berkelanjutan terhadap kelestarian sumberdaya alam. 

c. Perencanaan pembangunan desa pesisir berdasarkan hasil riset keilmuan dan proses RRA-PRA, yang memuat rencana teknis kegiatan atau program pengembangan mata pencaharian alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terpeliharanya ekosistem, dengan metode ZOPP dan LFA.

d. Dokumentasi dalam bentuk media cetak (buku) dan audio visual (film) yang memuat proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif berdasarkan peluang pengembangan mata pencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem.

Sedangkan hasil yang ditargetkan pada fase kedua adalah  sebagai berikut : 

a. Terselenggaranya program aksi pemberdayaan yang terdiri dari kegiatan pelatihan teknik fasilitasi pembangunan bagi agen pembangunan desa, pelatihan manajerial dan teknis, penguatan kelompok, pendampingan dan monitoring–evaluasi sebagai rangkaian kegiatan untuk mengembangkan klaster ekonomi lokal berbasis pengembangan mata pencaharian alternatif dan keberlanjutan ekosistem bagi masyarakat di desa pesisir Kabupten Kutai Kartanegara.
b. Tersusunnya panduan rangkaian kegiatan pengembangan klaster ekonomi lokal berupa panduan kegiatan penguatan kapasitas manajerial kelompok usaha mandiri serta panduan teknis pengembangan kegiatan marikultur dan ekowisata bahari sebagai potensi ekonomi lokal yang prospektif untuk dikembangkan.
II. STUDI PUSTAKA
A. Pendekatan PRA

Dalam berbagai kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap untuk menjaga kerukunan bersama, maka konsep partisipasi menjadi acuan penting, dimana berbagai elemen atau kelompok yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk turut serta menentukan sikap dan langkah yang hendak diambil. Implikasinya semua konsekuensi logis akibat kemufakatan itu dipertanggungjawabkan secara bersama pula. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Participatory yang menekankan pada prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kebersamaan bagi semua pemangku kepentingan/stakeholder. Prinsip keterbukaan memiliki pengertian bahwa forum ini terbuka bagi semua stakeholder yang memiliki kepentingan dan keterkaitan terhadap penyusunan perencanaan pengembangan klaster ekonomi lokal. Berarti pula bahwa dalam forum ini setiap pemangku kepentingan bebas mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. 

Prinsip kesetaraan berarti bahwa dalam forum ini setiap pemangku kepentingan memiliki status dan hak yang sama dalam memberikan pendapat, gagasan maupun saran tanpa memandang kedudukannya dalam pemerintahan maupun strata sosial. Prinsip kebersamaan artinya yang hadir benar-benar memiliki jiwa kebersamaan dalam mencari alternatif pemecahan masalah dan perencanaan program-program yang muncul. Pendekatan partisipasi ini dilakukan dengan mengajak sebagian besar pemangku kepentingan dalam masyarakat berbincang dalam diskusi kelompok (focus group discussion) yang teknis pelaksanaanya dilakukan dengan kegiatan lokakarya. Pada kegiatan ini, seluruh stakeholder dapat mendiskusikan saran dan masukan mengenai isu dan permasalahan utama yang dapat terkait dengan pengembangan klaster ekonomi lokal, serta memberikan arahan/gagasan untuk merumuskan alternatif pemecahannya. Proses perencanaan dirancang melalui proses yang menekankan keterlibatan masyarakat (partisipatif), adapun tahapan-tahapan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Penjaringan Masalah

Penjaringan masalah adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Pada tahapan ini metode yang digunakan bukan ala akademisi, melainkan metode yang di dalamnya termuat pula proses pendidikan (penyadaran). Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci. Dengan demikian proses penjaringan tidak lain dari proses mrngajak masyarakat untuk mengenali secara seksama masalah-masalah yang mereka hadapi (membuka kembali pengalaman hidup mereka) mengkaji apa yang semula telah dianggap sebagai hal wajar. Sementara mekanisme yang dilakukan diawali dengan pertemuan seluruh stakeholder, dilanjutkan dengan persentasi studi awal dan hasil survei oleh tim peneliti dan diskusi. Pada tahap ini sangat dibutuhkan kejelian dan fasilitator untuk mengelola prosesi penjaringan. Fasilitator dapat di berasal dari pihak ketiga, misalnya pendamping, LSM, perguruan tinggi, pemerintah atau masyarakat setempat yang memiliki kemampuan menjadi fasilitator. Penerapan metode ini dipandang cukup efektif karena:

1. Kesiapan dan respon masyarakat yang baik

2. Masyarakat secara bebas mengungkapkan permasalahan

3. Partisipasi aktif dalam menganalisa permasalahan yang mereka hadapi

Pada tahap penjaringan permasalahan yang diperoleh masih bersifat umum dan jumlahnya relatif banyak. Oleh karena itu dari sekian banyak permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat perlu dilakukan identifikasi dan klarifikasi.

b. Indentifikasi dan Klarifikasi

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan penjaringan masalah. Dimana setelah masyarakat menyampaikan masalah kemudian diidentifikasi secara umum. Permasalahan yang diungkapkan masyarakat kemudian diklasifikasikan atau diurutkan terhadap masalah yang sejenis. Ini dimaksudkan untuk mempermudah fasilitator dan masyarakat dalam menganalisis masalah dan mencari solusi penyelesaiaan masalahnya.

c. Analisis Masalah

Masalah-masalah yang telah di klasrifikasikan kemudian dilakukan analisis. Analisis masalah dilakukan secara terbuka, dimana keaktifan masyarakat dalam menganalisis masalah tersebut lebih diutamakan. Analisis masalah diarahkan agar masyarakat memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Pada tahapan ini dilakukan pemisahan atas masalah-masalah yang dapat dan menjadi kewenangan masyarakat dan masalah-masalah yang menjadi kewenangan institusi desa/kelurahan atau pemerintah daerah. Masalah yang dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat, didiskusikan pada saat itu juga oleh masyarakat.

d. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penjaringan, klasifikasi, analisis, dan rumusan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai perumusan, dilakukan suatu proses analisis dan informasi, data atau pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis itu sendiri bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara anatara satu fakta dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan haruslah sederhana,jelas dan konkrit. Agar rumusan masalah tersebut mencerminkan kebutuhan  dari masyarakat, maka harus melibatkan masyarakat dalam proses tersebut.  

Studi ini menggunakan tiga pendekatan yakni : studi kepustakaan, metode survey dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Study kepustakaan diperlukan untuk menghimpun data awal dan sebagai referensi yang diperlukan. Metode survey adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social budaya, ekonomi maupun politik (Nazir, 1988). Dalam studi ini survey dilakukan di 4 lokasi dari 2 kecamatan (Anggana dan Muara Jawa) seperti dijelaskan diatas.

Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah suatu metode untuk menghasilkan rancangan program yang relevan dengan hasrat dan keadaan masyarakat.  Lebih dari itu tujuan mendasar dalam penggunaan metode PRA adalah pengembangan kemampuan masyarakat dalam menganalisa keadaan mereka sendiri dan melakukan perencanaan serta kegiatan aksi. Pendekatan metode Participatory Rural Appraisal dalam studi ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah untuk menggali dan menganalisis permasalahan, kebutuhan dan peluang baik dalam usaha budidaya, penangkapan ikan yang terkini maupun mata pencaharian alternative yang suitable (misal home industry dan jenis budidaya lainnya).

D. Pengertian Mangrove dan Penyebarannya


Secara global, mangrove dan ekosistem mangrove eksis di daerah pasang surut pada sepanjang wilayah pesisir di dunia dan di daerah subtropis pada pantai-pantai timur benua-benua. Perkembangan, struktur dan dinamika ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh percampuran massa air dari laut dengan massa air payau dan tawar di wilayah darat. Sumberdaya mangrove merupakan ekosistem yang paling unik di dunia, mengingat tidak satupun asosiasi tumbuhan berkayu dan berakar yang mampu hidup dan berkembang menjadi formasi hutan di daerah pasang surut (ITTO, 2001). 


Mangrove didefinisikan sebagai suatu formasi hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dengan keadaan tanah yang anaerobik. Walaupun keberadaan hutan ini tidak tergantung pada iklim, namun umumnya mangrove tumbuh dengan baik pada daerah-daerah pesisir yang terlindung seperti delta dan estuaria.


Menurut Hamilton dan Snedaker (1984), mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropika dan subtropika yang terlindung dan memiliki suatu fungsi yang istimewa, pada suatu lingkungan yang mengandung garam dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob.

Selanjutnya menurut Ditjen RRL (1996), sumberdaya mangrove meliputi:

a. Satu atau lebih jenis pohon dan semak atau rumput yang hanya tumbuh di habitat mangrove.

b. Jenis tumbuhan yang hidup berasosiasi dengan satu atau lebih jenis pohon dan semak atau rumput, tetapi daerah tumbuhnya tidak terbatas di habitat mangrove.

c. Biota yang hidup di habitat mangrove, yaitu satwa darat dan laut, jamur, alga, bakteri dan lainnya yang hidup sementara atau tetap.


Berdasarkan tempat tumbuhnya, tumbuhan penyusun hutan mangrove dibedakan ke dalam 4 (empat) zonasi (Dephut, 1996):

a. Zona Avicennia

Zona ini terletak paling luar dari hutan mangrove, memiliki tanah berlumpur agak lembek dan sedikit mengandung humus dengan kadar garam yang tinggi, biasanya berasosiasi dengan Sonneratia spp. dan jenis Rhizophora spp.
b. Zona Rhizophora

Zona ini terletak di belakang zona Avicennia, tanah berlumpur lembek, sebagian besar didominasi oleh jenis-jenis Rhizophora spp., dan kadang-kadang di beberapa tempat berasosiasi dengan jenis-jenis lain seperti Bruguiera spp.

c. Zona Bruguiera

Zona ini letaknya di belakang zona Rhizophora, tanahnya berlumpur aak keras. Pada zona ini sebagian besar ditumbuhi jenis Bruguiera spp., kadang-kadang di beberapa tempat berasosiasi dengan jenis Ceriops spp. dan Lumitzera spp.

d. Zona Kering dan Nipah


Pada zona ini salinitas airnya sangat rendah dan tanahnya keras serta kurang dipengaruhi oleh pasang surut, sering dijumpai Nypa fructicans, Deris sp. dan sebagainya.


Luas mangrove Indonesia menurut Moosa, et. al., (1996) diperkirakan hanya 3.806.119 ha dan penyebarannya disajikan pada Tabel 1. Perkiraan tersebut lebih rendah dari perhitungan Direktorat Bina Program Departemen Kehutanan yang bekerja sama dengan FAO/UNDP (1982) yang mencatat tidak kurang dari 4.251.011 ha, karena beberapa daerah seperti Bengkulu tidak ada datanya. Namun PHPA-AWP (1987) memperkirakan jumlah yang lebih rendah untuk luasan Indonesia sebesar 3.257.700 ha. Sementara itu menurut Ruitenbeek (1994) luas hutan mangrove di Indonesia adalah sebesar 4.225.000 ha.
Tabel 1. Luas Mangrove dan Penyebarannya di Indonesia

	Wilayah
	Luas (ha)

	Sumatra
	400.000

	- Aceh
	50.000

	- Sumatera Utara
	60.000

	- Riau
	95.000

	- Sumatera Selatan
	195.000

	Sulawesi
	53.000

	- Sulawesi Selatan
	24.000

	- Sulawesi Tenggara
	29.000

	Maluku
	100.000

	Irian Jaya
	2.934.000

	Kalimantan
	275.000

	- Kalimantan Timur
	150.000

	- Kalimantan Selatan
	75.000

	- Kalimantan Tengah
	10.000

	- Kalimantan Barat
	40.000

	Jawa
	40.441

	- Jawa Barat
	20.400

	- Jawa Tengah
	14.041

	- Jawa Timur
	6.000

	Nusa Tenggara
	3.678

	Jumlah
	3.806.119


Sumber: Moosa, et. al., (1996)

Dari data luas mangrove di atas diketahui bahwa luas mangrove di Kalimantan Timur sekitar 4% dari total luas mangrove di Indonesia dan kedua terbesar setelah Sumatera Selatan yang menyumbang sekitar 5%. Penyebaran mangrove di Kalimantan Timur terutama di wilayah pesisir pada 9 kabupaten/kota dan di kawasan delta sungai-sungai utama serta estuari. Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kertanegara merupakan kawasan dimana sumberdaya mangrove telah lama dimanfaatkan dan memiliki karakteristik pemanfaatan yang unik disamping itu juga dijumpai mangrove di kawasan delta di Kabupaten Bulungan.

E. Faktor-faktor Pendorong Degradasi Mangrove


Sebagaimana halnya sumberdaya hutan hujan tropis, mangrove selama ini juga telah mengalami degradasi dan penghilangan secara global. Mangrove dan ekosistem mangrove yang diidentikkan dengan lahan buangan (wastelands) dianggap tidak atau sedikit memiliki nilai ekonomi. Penilaian nilai ekonomi mangrove terjadi pada saat perubahan fungsi mangrove menjadi tambak, lahan pertanian, urbanisasi, perumahan, transmigrasi, prasarana jalan, pertambangan atau penggunaan lainnya yang dianggap sebagai pembangunan (development).

Mangrove di Thailand dilaporkan berkurang dari 360.000 ha pada tahun 1960 menjadi 174.000 ha di tahun 1991, sementara Malaysia mangrovenya menurun dari 505.300 ha menjadi 269.000 ha antara tahun 1980 dan 1990 (Clough, 1993). Di Indonesia sekitar 75% kota-kota besar yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa berada di wilayah pesisir, dimana mangrove utamanya berada. Pada tahun 1990 sekitar 269.000 ha mangrove di Indonesia dikonversi menjadi tambak. Demikian halnya negara kecil seperti Fiji, faktor utama degradasi mangrove adalah karena urbanisasi di wilayah pesisir. Di Phillipina sekitar 169.852 ha mangrove dilaporkan menghilang antara tahun 1967 sampai 1976 (Choudhury, 1996).


Selama 10 tahun terakhir (1990-2000), sumberdaya mangrove dunia berkurang sebesar 10.321 km2 atau sekitar 1.032 km2 per tahunnya. Sementara itu laju pemanfaatan kayu atau konversi mangrove selama kurun waktu tersebut sebesar 5,7%, yakni sekitar 8.250 km2 atau  825 km2 per tahun. Data ini berasal dari 21 negara-negara di dunia yang memiliki mangrove yang menyumbang sekitar 80% total mangrove dunia (ITTO, 2001).


Selanjutnya dinyatakan bahwa penyebab utama degradasi adalah: (1) konversi mangrove kepada kegiatan budidaya tambak dan pertanian; (2) diversi air tawar dan pembuatan dam; (3) industri garam; (4) pembangunan kota; (5) tumpahan minyak; (6) polusi; (7) siltasi dan (8) kemungkinan perubahan iklim. Sumber lainnya menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan degradasi sumberdaya mangrove secara umum adalah sebagai berikut (WFC, 1999):

1. Tekanan penduduk.


Peningkatan penduduk bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan penggunaan lahan mangrove untuk berbagai tujuan seperti pembuatan jalan, pelabuhan, industri, urbanisasi dan sebagainya. Kelangkaan lahan dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan mangrove di Singapura pada tahun 1978 telah menyusut dari 73 km2 menjadi 18 km2 selama 150 tahun (Hamilton dan Snedaker, 1984). Di Hongkong, mangrove mengalami destruksi cepat yang disebabkan oleh pemusnahan Rhizipora dan Avicennia (Hu, 1974). Lebih dari 1.000 ha mangrove di Bombay, India berubah menjadi perumahan dan pabrik-pabrik.

2. Manfaat yang besar dalam jangka pendek.

Alternatif penggunaan dari lahan mangrove khususnya untuk produksi udang dan ikan yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk moneter dalam jangka pendek, telah menyebabkan konversi mangrove menjadi lahan tambak. Demikian pula halnya konversi mangrove untuk produksi garam dan lahan pertanian yang menghasilkan keuntungan besar dalam jangka pendek.

3. Kurangnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat umum.

Sebagian besar lahan mangrove di dunia tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di banyak negara, instansi pemerintah tidak memiliki perencanaan pengelolaan mangrove sehingga menyebabkan berkurangnya mangrove di wilayah mereka. Hal ini terjadi di negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Phillipina dan negara-negara di wilayah Asia Pasifik.

4. Kurang jelasnya peraturan perundang-undangan pengelolaan mangrove

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lahan mangrove sering terlalu rumit atau tidak cukup untuk menjamin konservasi mangrove yang diperlukan. Situasi ini mendorong terjadinya pelanggaran terhadap lahan mangrove. Contoh dari kasus ini adalah mangrove di Indonesia, Thailand dan Bangladesh.

5. Teknik reforestasi yang tidak efisien.

Reforestasi dan restorasi sumberdaya mangrove yang terdegradasi dan teknik afforestasi hampir tidak diketahui menyebabkan kurangnya pemahaman diamping tidak adanya standarisasi untuk perlakuan mangrove di seluruh dunia. Namun beberapa kemajuan telah dicapai oleh beberapa negara seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.

6. Sumberdaya manusia dan logistik yang terbatas.

Dinas yang menangani pengelolaan mangrove, terutama dinas kehutanan di daerah sangat kekurangan dalam hal sumberdaya manusia dan logistik dalam implementasi pengelolaan manajemen mangrove yang efektif. Dinas kehutanan di Bangladesh, India, Sri Lanka dan Indonesia merupakan beberapa contoh untuk kasus ini.


Saenger et al (1983) menyatakan bahwa penyebab umum dari degradasi mangrove adalah pertimbangan manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Selanjutnya dinyatakan terdapat lima tipe intervensi manusia yang mengakibatkan berkurangnya sumberdaya mangrove:

a. Eksploitasi yang berlebih oleh pengguna lokal, misalnya penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar dan khususnya untuk arang.

b. Aktivitas yang membutuhkan keberadaan ekosistem mangrove, misalnya kegiatan rotasi penebangan dan penanaman mangrove untuk produksi kayu.

c. Aktivitas ekstraktif yang memusnahkan mangrove yang tidak atau sedikit membutuhkan input produksi, misalnya aktivitas pertanian di wilayah pesisir, produksi garam dan budidaya tambak intensif.

d. Aktivitas lainnya yang  secara umum tidak berhubungan dengan ekosistem mangrove namun secara simultan mengakibatkan pemusnahan sumberdaya mangrove, misalnya pembangunan pelabuhan, pembangunan pabrik dan bentuk-bentuk lain dari industrialisasi atau urbanisasi.

e. Aktivitas di wilayah luar mangrove (off site) yang tidak berhubungan dengan sumberdaya mangrove namun menyebabkan kerusakan terhadap sumberdaya ini, misal pengerukan lepas pantai, polusi di wilayah pesisir dan diversi sumber air tawar di wilayah hulu untuk irigasi. 
D. Alternatif Sumberdaya Mangrove


Prosedur dalam valuasi sumberdaya banyak didasarkan pada manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh ekosistem kepada masyarakat. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa valuasi dibatasi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan mengenai ekosistem dan bias dalam model ekonomi yang digunakan (Grasso dan Novelli, 1999). Jarang sekali valuasi ekonomi menggabungkan keseluruhan keterkaitan yang diberikan oleh jasa-jasa lingkungan ekosistem yang dianalisis.  Perkiraan nilai ekonomi suatu ekosistem selalu menemui hal yang kompleks yang berkaitan dengan sistem perbatasan, skala, ambang batas, dan penggabungan nilai-nilai (Perrings, 1995).


Menurut Ruitenbeek (1994), mangrove sebenarnya tidak hanya menyediakan penggunaan langsung yang marketable saja seperti kayu, arang, kayu bakar, dan sebagainya namun juga dalam pemanfaatan produktif lainnya seperti usaha perikanan dan aktivitas tradisional. Selain itu mangrove memainkan peranannya dalam fungsi menjaga erosi pantai atau memelihara keanekaragaman hayati. Selengkapnya mengenai penggunaan dan fungsi lingkungan mangrove disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Penggunaan dan Fungsi Lingkungan dari Mangrove

	Penggunaan Mangrove
	Fungsi Mangrove

	Penggunaan untuk produksi:
	Fungsi pengaturan atau pembawa:

	- kayu
	- mencegah erosi pantai dan sempadan sungai

	- kayu bakar
	- penyimpanan dan pengolahan limbah manusia dan polusi

	- bubuk kayu
	- penjaga keanekaragaman hayati

	- arang
	- daerah habitat migrasi

	- ikan
	- daerah pembesaran ikan

	- krustasea
	- daerah pembiakan ikan

	- kerang-kerangan
	- penyuplai unsur hara

	- tannin
	- regenerasi unsur hara

	- nipah
	- penjaga dan pelindung terumbu karang

	- kesehatan
	- habitat untuk masyarakat lokal

	- madu
	- tempat rekreasi

	-perburuan, pemancingan,   penangkapan ikan tradisional
	

	- sumberdaya genetic
	

	Penggunaan untuk konversi:
	Fungsi informasi:

	- industri/penggunaan lahan kota
	- informasi spiritual dan keagamaan

	- budidaya perikanan
	- inspirasi budaya dan artistik

	- kolam garam
	- informasi pendidikan, sejarah dan ilmu pengetahuan

	- lahan pertanian
	- informasi yang potensial

	- perkebunan
	

	- pertambangan
	

	- waduk
	


Sumber: Ruitenbeek (1994)

E.  Pemberdayaan Masyarakat


Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri merekka sendiri". Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. 

United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

(1) Getting to know the local community


Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat. 

(2) Gathering knowledge about the local community


Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
(3) Identifying the local leaders


Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

(4) Stimulating the community to realize that it has problems


Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

(5) Helping people to discuss their problem


Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendikusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

(6) Helping people to identify their most pressing problems


Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

(7) Fostering self-confidence


Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

(8) Deciding on a program action


Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

(9) Recognition of strngths and resources


Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahn dan memenuhi kebutuhannya. 

(10) Helping people to continue to work on solving their problems


Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

(11) Increasing people!s ability for self-help


Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyrakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. 

F. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat


Memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang, bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat desa tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. 


Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya - self help - masyarakat untuk membangun diri sendiri. 


Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

G. Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Otonomi yang dimulai 1 Januari 2001 di seluruh Indonesia merupakan akselerasi reformasi di bidang sistem pemerintahan. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah Tk.II Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki, daerah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat lebih optimal, terutama untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk membangun.


Masalah-masalah pembangunan yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat perlu diserahkan kepada masyarakat. 


Dengan demikian, hakekat yang terkandung dalam pelaksanaan otonomi daerah, adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.


Di sinilah peranan pendidikan di dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan dalam konteks otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik.


Pengalaman menunjukkan, KKN subur dan berkembang di Indonesia bersumber dari rendahnya kualitas SDM itu sendiri. 


Indonesia memiliki SDA yang kaya dengan kualifikasi mutu SDM rendah, sedangkan Jepang memiliki SDA yang kurang serta tantangan alam yang berat dengan mutu SDM yang tinggi. Ternyata Jepang sudah tergolong negara industri maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di dunia.


SDM yang berkualitas cenderung memiliki perilaku yang baik yaitu di dalam penguasaan ilmu dan teknologi, sikap, moral, budi pekerti, dan keterampilan yang handal untuk melaksanakan pembangunan.


Tentu saja masalah SDM ini belum dapat tersedia pada permulaan pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi yang amat penting adalah adanya pengakuan akan pentingnya peranan SDM yang berkualitas serta menempatkan menjadi prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan baik pada level nasional maupun regional. 


Kita sudah mengetahui bahwa pendidikan bertujuan mengubah perilaku manusia dan pembangunan otonomi daerah merupakan rangkaian kegiatan perubahan berencana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu masyarakat yang berswadaya. 


Upaya untuk menanggulangi adalah mempersiapkan masyarakat agar lebih berdaya, mau bekerja keras, menguasai ilmu dan teknologi, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pelaksana pembangunan. Bagi masyarakat yang telah berdaya dan parsitipatif, peran Pemerintah Daerah sebagai pengawal, pendamping, dan fasilitator. Pada masyarakat yang belum mampu memahami hakikat pembangunan, maka campur tangan yang bijaksana perlu dilakukan. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.


Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga antara masyarakat dan aparat pemerintah tumbuh semangat untuk bekerja sama. Karena itu, pemerintah daerah melalui aparatnya yang semakin profesional dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami potensi wilayah, permasalahan wilayah, aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, dan sumber-sumber yang dimiliki daearah baik SDM dan SDA-nya. 


Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif malaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan -income generating- serta membuka lapangan kerja baru -employment generating- untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. Syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa itu. 

Masyarakat tidak akan mau berpartisipasi di dalam program pembangunan masyarakat, kecuali mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu, tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat juga perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik bagi mereka, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.


Pola pendekatan yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat ialah The inner reources approach. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. 
H. Pemberdayaan  Masyarakat Pesisir

Sebagian besar nelayan dan masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu titik strategis penyebab utamanya adalah lemahnya kemampuan manajemen usaha. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan di bidang perikanan. 


Kelemahan pada umumnya yang sering ditemukan pada nelayan adalah rendahnya kemampuan manajerial dan pengetahuan pengelolaan usahanya, yang menjadi sebab utama para nelayan masih terbelenggu dalam kemiskinan. Melimpahnya potensi sumberdaya laut dan perikanan mengharuskan adanya usaha pemberdayaan masyarakat dengan cara pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan baik itu untuk usaha penangkapan, kelembagaan dan pengelolaan hasil perikanan.


Untuk kepentingan tersebut, diperlukan suatu kegiatan nyata yang sifatnya tidak eksploitatif, berorientasi kepada aspirasi masyarakat nelayan, dikelola secara komprerhensip dan holistic untuk memberdayakan wilayah pesisir. Pemberdayaan merupakan upaya mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi laut yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan melalui usaha-usaha agribisnis perikanan yang profitable (Soemarjo dll, 2002). Upaya pemberdayaan itu akan lebih terarah, jika dilaksanakan secara intensif dengan mengikutsertakan langsung masyarakat atau kelompok sasaran dan pemerintah sehingga lebih efektif karena sesuai kehendak dan kemampuan mereka sendiri.


Munculnya fenomena kemiskinan di daerah pesisir tidak semestinya kita terima begitu saja. Dewasa ini kelompok termiskin dalam masyarakat tinggal di sepanjang pantai. Laut belum memberikan sumbangan maksimal bagi pembangunan, laut kita semakin banyak dikuasai oleh kapal-kapal berbendera asing, kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya. Pembangunan nasional sudah saatnya menjangkau ke kawasan pesisir serta sector ekonominya. Kemiskinan nelayan dan kawasan pesisir serta keterbelakangan sector perikanan akan tetap berlangsung, jika sektor perikanan dan kawasan pesisir tidak melakukan industrialisasi, modernisasi dan manajemen kelembagaanya (Soemarjo dll, 2002).


Pemberdayaan sumberdaya laut sudah semestinya dilakukan melalui pendekatan dengan para nelayan, antara lain dengan melakukan pemberdayaan kepada kelompok nelayan miskin agar mereka dapat mengorganisasikan usaha tangkapan ikanya
III.  METODE DAN PENDEKATAN KEGIATAN PENELITIAN

A.  Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Desember 2011. Adapun lokasi penelitian dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan di  Desa Pesisir (desa Salopalai), Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan kepada kondisi geografis desa Salopalai yang merupakan bagian wilayah dari desa diwilayah delta Mahakam, yang karakteristiknya mencerminkan desa pesisir yang masyarakatnya mengusahakan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
Tabel 3.  Jadwal Kegiatan Penelitian
	No
	Kegiatan
	Bulan
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A.
	Fase Pertama Tahun I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) 
	Persiapan dan koordinasi
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2) 
	Survey awal dan identifikasi stakeholder
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3) 
	Persiapan pelaksanaan RRA dan PRA
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4) 
	Pelaksanaan RRA dan PRA
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5) 
	Pelaksanaan perencanaan desa (ZOPP & LFA) 
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	(6) 
	Pembuatan buku dan film
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	(7) 
	Presentasi hasil
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	(8) 
	Pelaporan
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	


B.  Bagan Alir Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan hasil yang diharapkan maka studi pada fase pertama dilakukan dengan kajian dan analisis yang detil dan komprehensif terhadap aspek sumberdaya alam dan lingkungan, aspek sumberdaya manusia, aspek sosial ekonomi dan aspek kelembagaan.  Pendekatan dalam studi ini dilakukan dengan beberapa pendekatan dan tahapan, yaitu pengumpulan data dan informasi (sekunder dan primer), melakukan pengkajian terhadap data dan informasi, pendekatan partisipatif dengan menyelenggarakan lokakarya lintas stakeholder dan diskusi kelompok  terarah (Focus Group Discussion).  Pendekatan analisis dengan menggunakan beberapa metode analisis dan perumusan hasil dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1.  Kerangka Pendekatan Riset  dan Perencanaan  Pembangunan   Partisipatif Pada Fase 1

Sedangkan pada fase kedua, sesuai dengan kerangka pemikiran pengembangan klaster ekonomi lokal, maka rangkaian kegiatan pemberdayaan secara terpadu yang direncanakan meliputi kegiatan pelatihan fasilitasi bagi agen pembangunan desa pelatihan teknis dan manajerial untuk pengembangan mata pencaharian alterntif, penguatan kelompok, pendampingan dan monitoring-evaluasi terhadap dinamika klaster.  Diharapkan dengan rangkaian kegiatan pemberdayaan terpadu ini, masyarakat anggota klaster mampu meningkatkan kinerja personal dan kelembagaan dalam rangka pengembangan klaster yang bersangkutan.















Gambar 2.  Kerangka Kegiatan Program Pemberdayaan Sebagai Dasar Pengembangan Klaster Ekonomi Lokal Pada Fase 2

C.   Uraian Teknis Kegiatan



Rangkaian program kegiatan riset dan perencanan pembangunan desa secara partisipatif pada fase pertama meliputi beberapa tahapan, yaitu :
1. Tahapan persiapan survey, meliputi persiapan dasar berupa pengkajian data dan literatur yang telah ada yang berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan pesisir, dan persiapan teknik survey.

2. Tahapan survey lapangan:

a.  Survey data instansional, berupa pengumpulan data dari instansi-instansi

b. Survey lapangan dan pengecekan kondisi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia di lapangan yang selanjutnya diidentifikasi potensi dan peluang pengembangannya.

c. Survey dengan kuisioner/dialog dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah.


Setelah dilakukan serangkaian proses RRA dan PRA didapatkan suatu gambaran baik potensi, kendala dan harapan masyarakat yang digali secara partisipatif, selanjutnya akan dilakukan analisis secara teknis dan pertimbangan ekonomis atas usulan masyarakat.  Kajian ini dimaksudkan agar usulan atau program yang disampaikan masyarakat nantinya layak untuk diimplementasikan, baik secara teknis dan ekonomis serta berkelanjutan terhadap kelestarian sumberdaya alam.


Hasil kajian melalui RRA, PRA dan riset akan didiskusikan oleh masyarakat sehingga didapatkan suatu rencana pembangunan desa pesisir dengan metode ZOPP dan Logical Framework Analysis (LFA) yang memuat rencana teknis kegiatan/program pengembangan mata pencaharian alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  mendukung terpeliharanya ekosistem sebagai penyedia bahan dasar kehidupan masyarakat pesisir. 


Secara lebih rinci, rangkaian pekerjaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu :

1.  Survey awal dan identifikasi stakeholder

Survey awal adalah kegiatan pengecekan kondisi aktual lokasi berdasarkan pertimbangan aksesibilitas lokasi kegiatan dan kebutuhan pembangunan masyarakat, potensi wilayah dan pendekatan kegiatan.  Sedangkan identifikasi stakeholder adalah konfirmasi terhadap peluang kerjasama dengan para stakeholder di dalam dan luar lokasi berdasarkan pertimbangan :  komitmen terhadap kegiatan dan dukungan materi atau non materi yang bisa diraih.

2. Persiapan dan pelaksanaan RRA-PRA

a.  Pelaksanaan RRA adalah kegiatan pengenalan dan pemahaman keadaan desa dalam waktu singkat melalui proses belajar secara intensif, cepat dan berulang-ulang dengan menggunakan analisis terpilih

c. Pelaksanaan PRA adalah kegiatan yang menggunakan pendekatan dan model partisipatif yang mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan daya analisis terhadap permasalahan mereka sendiri dan peluang penyelesaiannya dengan tehnik terpilih  

3. Pelaksanaan perencanaan desa (metode ZOPP dan LFA)

a.  Metode ZOPP merupakan pendekatan perencanaan berorientasi tujuan melalui  kegiatan rembug desa dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kebijakan terkait dengan teknik terpilih :

d. Matriks perencanaan rencana aksi (LFA) merupakan kegiatan menyusun kerangka berfikir logis dari keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam bentuk matrik kegiatan.

e. Pembuatan buku, yaitu kegiatan pendokumentasian proses adaptif riset dalam bentuk buku ilmiah populer (media cetak) sebagai ajakan dan panduan dalam melakukan rencana pembangunan desa secara partisipatif.


Adapun rangkaian program konkrit pemberdayaan bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan klaster ekonomi lokal yang akan dilakukan pada kegiatan fase kedua meliputi  :

1.  Kegiatan Pelatihan 

Pelatihan ini akan diselenggarakan dengan mengkombinasikan pendekatan teoritis di kelas dengan praktek/simulasi di lapangan (in house and on site training). Pelatihan ini juga berorientasi pada kemitraan dengan melibatkan masyarakat lokal, lembaga pemerintahan, pihak swasta dan perguruan tinggi dalam pelaksanaannya. Pembahasan materi di kelas dan praktek akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman para peserta terutama yang berkaitan dengan aspek tekniknya.  Selama pelatihan, peserta akan memperoleh materi dari para tutor yang memiliki latar belakang praktis, teoritis dan teknis.  Kehadiran tutor tersebut diharapkan menjadi intermediasi antar peserta sehingga proses pertukaran pengalaman dan pengetahuan dapat berjalan dengan lancar. Simulasi berguna untuk memberikan keterampilan dalam pembuatan alat yang sederhana tetapi memiliki manfaat yang besar.

2.  Penguatan Kelompok 


Penguatan kelompok dimaksudkan agar memperkuat modal sosial kelembagaan yang diharapkan mempermudah proses transfer dan adopsi teknologi yang akan diintrodusir dari tutor kepada masyarakat anggota kelompok yang telah ditentukan. Kelompok inilah selanjutnya akan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini. Revitalisasi sistem manajemen / administrasi kelompok diputuskan secara bersama oleh warga masyarakat setempat dan disetujui oleh badan perwakilan desa dan kepala desa/lurah. Kelompok yang diperkuat inilah yang diharapkan dapat menjadi inisiator sekaligus motivator bagi masyarakat pesisir untuk mengintroduksi inovasi manajerial dan teknis di bidang perikanan.
3.  Pendampingan 

Sebagai tindak lanjut (follow up) dari kegiatan pelatihan ini maka tim pelaksana beserta tutor yang berkompeten akan melakukan pendampingan dalam bentuk pertemuan reguler. Selama masa pendampingan tersebut, anggota kelompok diharapkan tetap mengikuti secara aktif semua kegiatan yang akan dilaksanakan.  Jika dalam masa pendampingan, anggota kelompok mengalami masalah atau kesulitan teknis dalam pelaksanaan proses produksi diharapkan dapat dikonsultasikan dan didiskusikan bersama dengan tim pelaksana dan tutor untuk memperoleh jalan keluar.

4.  Monitoring dan Evaluasi

Tim pelaksana dan tutor akan bekerja sama untuk memantau kemajuan pelaksanaan program pelatihan ini. Pada setiap materi yang disajikan akan dibuka kesempatan tanya-jawab untuk menduga tingkat pemahaman peserta. Disamping itu akan diedarkan quisioner agar peserta dapat memberi penilaian langsung tentang manfaat, kepuasan dan cara penyajian materi tersebut.  Di fase akhir rangkaian program pemberdayaan akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh baik terhadap peserta maupun tim pelaksana dan tutor. 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Sejarah Delta Mahakam

Delta Mahakam merupakan hamparan wilayah seluas 110.000 ha (1100 km2) tidak termasuk wilayah di tepinya, merupakan kumpulan beberapa pulau, dan hanya dapat di tempuh dengan perahu/kapal (gambar 1) pada wilayah tepinya dapat di jangkau melalui jalan tanah baik pada wilayah utara dan selatannya menuju desa tempat perahu masyarakat bertambat. Pulau yang kekurangan infrastruktur. Banyak jaringan pipa yang melalui Delta dan jalan tanah yang menuju pada fasilitas perusahaan minyak dan gas. 
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Gambar 3. Peta Lokasi Delta Mahakam

Dengan curah hujan lebih dari 2,5 m pada area seluas 110,000 km2 mengalirkan air dan sediment sepanjang 900 km sungai Mahakam bermuara pada Selat makassar yang memiliki arus utara dan selatan yang kuat. Mengalir membelah daratan, relative kecil. Memiliki beberapa muara yang merupakan wilayah estuaria dimana endapan pasir dapat di temukan pada wilayah tengah dan selatannya. (lambert, 2003) erosi terjadi pada wilayah utara dan pasirnya terendap pada wilayah selatan delta dimana pesisir dan pantai berlumpurnya sangat luas (Bourgeois et al., 2001)

Sejak tahun 1890 hingga 1970 pendatang dari Sulawesi mendiami pesisir dan membuka lahan pertanian dan menangkap ikan di Delta Mahakam, habitat alaminya sangat kaya akan ikan, udang, dan kepiting untuk memenuhi pasar lokal. Setelah tahun 1970 perusahaan cold storage pertama berdiri, meningkatkan ekspor ikan, dan terutama penangkapan udang meningkat. Juga eksploitasi minyak dan gas memulai spekulasi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di dalam dan di luar Kalimantan. Pada tahun 1984 penangkapan dengan menggunakan Trawl teah di larang untuk melindungi sumberdaya laut, terutama spesies demersal1,walaupun kemudian Mini-trawl mulai di gunakan lagi sejak tahun 1998 dan tidak terkontrol.


Sejak tahun 1970 kegiatan budidaya tambak di mulai dengan pembukaan lahan secara manual atau dengan menggunakan excavator setelah tahun 1990. sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 harga udang local melonjak dan sekitar 1997 kegiatan pembukaan tambak semakin meningkat. Antara tahun 1996 dan 1999 36.000 ha hutan Nypa dan 5.500 ha dan beberapa spesies mangrove sungai telah dikonversi menjadi tambak (Bourgeois et al 2002). Kemudian pada tahun 2001, 75 % Delta Mahakam telah terkonversi menjadi tambak dan 1/3 nya merupakan lahan konsesi perusahaan minyak dan gas, perusahaan minyak dan gas itu mencoba untuk meningkatkan arealnya dan menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Pada tahun 2003 lahan tambak yang produktif hanya 45.000 ha (Noryadi et al, 2006). Ini mendorong perluasan lahan produksi dengan perluasan tambak salah satunya dengan system penyewaan lahan. Pada banyak kasus ukuran tambak sebenarnya lebih kecil dengan area diantara tanggul hanyalah tanah yang di gali untuk di gunakan sebagai tanggul sedang pada kebanyakan tambak di sini pada areal tengahnya tetap di biarkan alami (gambar pada cover) hal ini yang membuat kecilnya hasil produksi pada tambak yang luas. Sejak tahun 2001 virus white spot telah memberikan pengaruh besar kepada produksi.

2.3. Ekologi Delta Mahakam

Pada ke tiga lokasi penelitian hutan mangrove telah rusak. Kebanyakan hanya tinggal lapisan Nypa pada tepi sepanjang garis pantai. Pohon mangrove yang besar saat ini menderita penyakit karena perubahan ekologis. Ini yang mendasari pemikiran untuk di lakukan penanaman kembali

1. Tipe Tanah


Tipe tanah pada kecamatan muara badak adalah lempung terdiri dari Lumpur hingga liat, kecuali pada wilayah coastline terdiri dari lempung dengan pasir. Pada bgian selatan Delta menerima lebih banyak pasir sehingga tipe tanahnya menjadi lempung berlumpur dan lempung berpasir. Pada beberapa daerah Delta memiliki tipe tanah gambut sehingga sangat mudah mengalami erosi dan abrasi.


Beberapa bagian tanah mangrove mengandung pyrite (FeS2) pada kondisi anaerob (Boyd, 1995). Meskipun, terutama pada tanah yang asam, oksidasi pyrite dan proses mikrobilogi menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang terkandung akan terlepaskan keperairan tambak baik melalui air hujan ataupun saat pengisian air setelah pengeringan lahan.untuk menghindari tingginya pyrite dapat di lakukan dengan cara pengeringan dan pembilasan lahan bila di perlukan. Ada beberapa Fungsi Mangrove :

A. Penyedia kayu bakar, bahan pembuat atap dan untuk perangkap (sebagian besar untuk perangkap kepiting)

B. Melindungi daratan saat pasang tinggi dari erosi akibat arus dan ombak

C. Tempat perlindungan organisme perairan dari panas dan  pemangsa

D. Tempat perlindungan untuk reproduksi kepiting, ikan dan udang

E. Menjaga kualitas air

F. Perlindungan tanggul pada tambak

G. Sumber makanan bagi ikan dan udang

H. Memelihara  produksi tambak tetap tinggi.
B. Urgensi Keberadaan Delta Mahakam Bagi Propinsi Kalimantan Timur

Secara administratif delta Mahakam terletak di Propinsi Kalimantan Timur yang dikenal sebagai provinsi termakmur karena memiliki kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya alam. 

Dewasa ini delta Mahakam memainkan peranan penting di bidang ekonomi untuk wilayah Kalimantan Timur. Pendapatan dari sektor minyak dan gas di delta Mahakam menyumbangkan 70% dari total peneriamaan tahunan provinsi. Sementara itu sektor perikanan delta Mahakam juga mainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 20% dari total produksi perikanan provinsi Kalimantan Timur. Menyertai peran delta dalam memberikan kontribusi secara ekonomi, muncul pula keprihatinan atas perubahan keseimbangan ekosistem delta sebagai konsekuensi dari konversi lahan (Sidik 2008 & Noryadi 2006).

Proses dari adaptasi kebijakan dalam konteks delta Mahakam menunjukan adanya kapasitas yang luar biasa dari sistem informal untuk mampu menata sistem lingkungan yang ditandai dengan adanya ketidakjelasan dan penyimpangan dari pihak-pihak yang terlibat. Meskipun diawali dengan kemampuan yang tinggi untuk mengadopsi sistem tersebut, namun jika tidak disertai oleh mekanisme yang mempertimbangkan nilai-nilai etika yang berlaku, maka pada akhirnya akan memunculkan rasa ketidakadilan dan nilai moral yang dipertanyakan. Usaha untuk meningkatkan manajemen dan kelangsungan dari ekosistem mangrove di delta Mahakam tidak akan berhasil, jika tidak disertai dengan adanya pemahaman yang komprehensif tentang keadaan terkini delta Mahakam.

C. Keadaan Umum Lokasi Penelitian


Desa Salopalai berada di wilayah administratif Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.  Secara geografis luas wilayah kelurahan atau luas Desa Salopalai adalah 15.800 Ha. Sebagaimana Desa-desa di Delta Mahakam, Desa Salopalai memiliki ekosistem khas yang terbagi atas dua bagian wilayah yaitu wilayah daratan yang bersatu dengan pulau induk Kalimantan dan wilayah pulau-pulau yang terbentuk sebagai proses sedimentasi muara sungai selama ribuan tahun.  Desa Salopalai ditempuh melalui jalan darat dengan lamanya waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Samarinda.  


Adapun batas-batas wilayah Desa Salopalai adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Muara Badak Hulu

b. Sebelah Selatan :  Desa Saliki

c. Sebelah Barat :  Kecamatan Anggana

d. Sebelah Timur : Selat Makasar

Gambar 4. Peta Salopalai versi Transeck walk

Desa Salopalai juga mempunyai orbitasi (jarak dari pusat pemerintah desa/kelurahan) adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Muara Badak dengan pusat pemerintahan Desa Saliki adalah 9 Km2.

b. Jarak dari pusat pemerintahan propinsi dengan pusat pemerintahan Desa Salopalai adalah 75 Km2.

c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara ke pusat pemerintahan Desa Salopalai adalah 120 Km2.

Desa Salopalai memiliki ketinggian tanah 7 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 2.740 mm/th, dan suhu rata-rata 320 C. Luas wilayah Desa Salopalai sebesar 15.800 Ha yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, perkantoran dan prasarana lain. Untuk lebih jelasnya keadaan lahan dan peruntukan di Desa Saliki dapat dilihat pada Tabel 4.

          Tabel 4.  Keadaan Lahan dan Peruntukan di Desa Salopalai.

	No.
	Penggunaan Lahan
	Luas (Ha)
	Persentase (%)

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Pemukiman

Persawahan

Perkebunan

Kuburan

Pekarangan

Perkantoran

Prasarana lainnya
	140

200

12.000

1

2,4

1,2

3.455
	0,9

1,3

76

0,006

0,015

0,007

21,9

	Jumlah
	15.800
	100


            Sumber : Profil Desa Salopalai, 2010


Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa di Desa Salopalai  dominan adalah lahan perkebunan yang paling luas 12.000 Ha (76%).  Sebagian besar lahan perkebunan wilayah daratan di Desa Salopalai sedangkan untuk lahan tambak berada di pulau, mayoritas penduduknya melakukan usaha perkebunan dan budidaya tambak.  Dengan semakin rendahnya produktifitas lahan tambak di daerah tersebut, berakibat kepada beralihnya matapencaharian penduduk ke arah perkebunan yang masih potensial. Oleh karena itu banyak penduduk yang memanfaatkan lahan untuk berkebun.  Usaha ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk menambah penghasilan atau usaha sampingan dari pekerjaannya sebagai petambak pada sebelumnya, sehingga hal inilah yang mendasari peneliti untuk melihat kondisi pemanfaatan alternatif mata pencaharian sebagai salah satu factor pendukung penciptaan klaster ekonomi local yang potensial.

D. Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya (Sosekbud) masyarakat

Kegiatan Sosial ekonomi suatu wilayah mencerminkan berbagai aktifitas yang dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki untuk menghasikan barang dan jasa dan melakukan transaksi dengan berbagai pihak, agar kebutuhan dan keinginan masyarakat disuatu wilayah dapat terpenuhi. Selain itu kegiatan ini juga dapat menampilkan kondisi sebenarnya dari suatu masyarakat ditinjau dari pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kesempatan kerja dan kondisi mata pencaharian yang umum diusahakan oleh masyarakat. Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat merupakan sebagai representatif dari bagaimana keberadaan unsur pemerintah, perusahaan dan isntitusi pendidikan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pengkajian tentang aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat ini dilakukan secara konfrehensip artinya survei masyarakat yang dilakukan dengan sengaja menentukan obyek masyarakat yang dianggap mewakili dan dianggap akan merasakan dampak langsung dengan rencana kegiatan perencanaan pengembangan klaster ekonomi local berdasarkan partisipasi masyarakat.

a. Aspek Demografi


Aspek kependudukan (Demografi), merupakan aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan terutama masyarakat di desa Salopalai kawasan pesisir di delta Mahakam pada umumnya, seperti jumlah penduduk, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, pola kegiatan serta adat istiadat, keragaman suku bangsa, serta tradisi atau kebiasaan hidup dan pola kearifan lokal (local wisdom) yang berlaku di daerah ini. 

Dilihat dari aspek sosial, kehidupan masyarakat akan dapat didentifikasikan berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan sosial budaya. Tinjauan kepada aspek kehidupan tersebut merupakan hal yang mendasar bagi kualitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak .

a.1. Jumlah, kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk


Keberadaan penduduk dalam sebuah kawasan pesisir merupakan potensi yang besar dalam mengelola sumberdaya pantai dan juga dalam ketersediaan tenaga kerja disetiap sector yang berkaitan dengan pembangunan di daerah desa Salopalai khususnya dan di delta Mahakam pada umumnya. 



Penduduk dalam status kawasan merupakan unsur dinamis dalam mengembangkan wilayah pesisir yang mengarah kepada konsep pengelolaan secara bijaksana dengan lebih mementingkan kepada keberlangsungan ekosistem baik itu, sungai, pantai maupun laut yang sustainable. Jumlah Penduduk Keseluruhan desa Salopalai berjumlah 1.388  jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 710 jiwa (52%) dan penduduk perempuan 678 jiwa (48%)  dengan kepadatan rata-rata  1 jiwa/km2 atau dengan kata lain setiap 1 Km2 wilayah yang ada di desa Salopalai dihuni oleh 1 orang (Profil Desa Salopalai, 2011). Hal ini dapat diartikan bahwa desa Salopalai masih relatif tidak padat, dan maih banyak lahan pertanahan yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi baik itu sebagai lahan perkebunan  maupun lahan budidaya tambak.


Tinjauan terhadap jumlah penduduk, jenis kelamin dan kepala keluarga adalah penting untuk melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.  Dilihat dari komposisi umur penduduk, diketahui bahwa penduduk masyarakat desa Salopalai sebagian besar, yaitu mencapai 384 jiwa (60%) pada usia produktif, Profil Desa Salopalai, 2011), Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

    Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan umur

	Umur Penduduk
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Prosentase (%)

	< 6 tahun

7-12 tahun

13-15 tahun

16-18 tahun

19-59 tahun

60< tahun 

Jumlah
	128

130

70

80

834

146

1.388
	9,2

9,4

5

5,8

60

10,5

100


     Sumber: Profil desa Salopalai, 2010

Pertumbuhan penduduk di kawasan ini relatif rendah setiap tahunnya. Perhitungan tersebut didasarkan kepada data jumlah penduduk desa salopalai pada penduduk umur remaja dan tua relatif lebih banyak hal ini berarti bahwa desa Salopalai mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, sehingga berdampak kepada pertumbuhan penduduk yang rendah. Jika dilihat dari presentase pertumbuhan penduduk yang relatif rendah maka seyogyanya hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah setempat karena dengan pertumbuhan penduduk yang rendah akan cenderung mengurangi penduduk yang bisa bekerja pada faktor formal maupun jasa, jika tidak dilakukan pengaturan maka akan menyulitkan dalam penataan dan perencanaan pengembangan dan pembangunan masyarakat terutama dalam hal penyediaan sumberdaya manusia yang siap kerja maupun usaha dengan basis pada usaha yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah pesisir. 
a.2. Struktur Penduduk

a.2.1. Menurut Jenis Kelamin


Perbandingan penduduk di desa Salopalai relatif tidak berbeda dan bisa dikatakan hampir sebanding 1:1, komposisi penduduknya antara laki-laki dan perempuan, Hal ini berarti tingkat ketergantungan perempuan terhadap laki-laki relatif rendah. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah karena jika tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Difersifikasi dan penciptaan alternatif usaha baru yang lebih produktif dan menghasilkan akan sangat diperlukan dalam hal memberdayakan potensi sumberdaya manusia yang cukup dengan memanfaatkan kekayaan alam yang potensial di desa Salopalai khususnya dan di khawasan delta Mahakam pada umumnya.

a.3. Pendidikan 

 
Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di desa Salopalai pada tahun 2010, sebagian besar dari mereka berpendidikan lulusan Sekolah menengah pertama, yaitu  sebanyak  20 jiwa (34,5%). Tabel 3 menunjukkan bahwa kualitas penduduk di daerah ini yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan boleh dikatakan relatif rendah dengan sebagian besar dari mereka tamatan sekolah menengah pertama (SD), kemudian lulusan TK dan Sekolah Dasar., edangkan lulusan dari SLTA hingga Perguruan Tinggi jumlahnya  masih relatif sedikit, hanya mencapai  13,7 % saja dari keseluruhan jumlah penduduk yang bersekolah. Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan di kawasan ini, pembangunan pendidikan seyogyanya lebih dikedapankan, agar masyarakat lebih mempunyai kemampuan untuk mengikuti segala perubahan dan perkembangan terutama dalam mengelola potensi sumberdaya alam dengan lebih mengutamakan pengelolaan lingkungan hidupnya.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut tingkat Pendidikan

	No
	Jenis tingkat Pendidikan
	Jumlah penduduk (jiwa)
	Prosentase (%)

	1

2

3

4

5

6

7
	Taman Kanak-kanak

Sekolah  Dasar

SLTP

SLTA

Akademi (D1-D3)

Sarjana (S1-S2)

Pesantren

Jumlah 
	15

12

20

5

1

2

3

58
	26

21

34,5

8,6

1,7

3,4

5,2

100


Sumber: Data diolah  2011

Adanya pendidikan umum sebagaimana digambarkan di atas,  keberadaannya belum dapat menampung jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di desa Salopalai terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mutlak harus dilakukan. Kebanyakan masyarakat untuk  menempuh pendidikannya mengambil atau menempuh ke daerah lain, seperti desa sekitar, Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda bahkan hingga ke luar daerah seperti ke Propinsi Kalimantan Selatan dan di Pulau Jawa, sehingga penyediaan sarana pendidikan yang lengkap sangat diharapkan guna memenuhi kebutuhan penduduk akan pendidikan yang layak. 

Selain pendidikan formal tersebut, untuk membangun perlu diimbangi dengan pendidikan masyarakat secara menyeluruh, baik secara formal maupun informal seperti pesantren, agar potensi yang ada dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk maju dan lebih berkembang.   

a.4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia, maka pembangunan dibidang kesehatan dirasakan berhasil dengan baik dan demikian sebaliknya, dengan sarana dan prasarana kesehatan yang belum mencukupi bahkan tidak ada dan sulitnya mendapat pelayanan yang baik maka pembangunan kesehatan itu perlu ditingkatkan. Pembangunan manusia yang berhasil apabila penduduk mendapat pelayanan yang baik tentang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa Salopalai hanya di dilayani oleh satu fasilitas kesehatan saja, yaitu dengan fasilitas poliklinik atau balai pelayanan kesehatan masyarakat.  Hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat desa Salopalai cenderung kesulitan apabila memerlukan perawatan kesehatan yang lebih intensif,karena dengan sarana yang ada masih dirasa kurang untuk melayani kesehatan masyarakat, dan jika masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang intensif terpaksa masyarakat akan berobat ke luar daerah, sehingga akan menambah biaya jika dilakukan diluar daerah. 


Semakin banyak kondisi masyarakat yang sehat, akan berpengaruh terhadap kinerja dan aktifitas masyarakat dalam bekerja dan sebaliknya. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan guna menjamin tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik terutama di masyarakat desa Salopalai.

b.  Kondisi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat
Kegiatan ekonomi di wilayah desa Salopalai tidak terlepas dari perkembangan ekonomi di tingkat Kecamatan Muara Badak, dan daerah sekitarnya secara keseluruhan terutama di wilayah delta Mahakam, karena perkembangan wilayah terutama di bidang ekonomi tidak lepas dari interaksi secara simultan antara berbagai kalangan masyarakat yang satu dengan lainnya, bahkan kebijakan suatu daerah secara ekonomi dapat berpengaruh pada daerah lain, jika suatu daerah tersebut saling berhubungan baik secara mobilitas masyarakat maupun ekonomi. Desa Salopalai tersebut merupakan daerah penyangga terutama untuk perekonomian berbasis perkebunan dan perikanan yang keberadaannya sangat strategis di kecamatan Muara Badak. Desa Salopalai sudah lama mengembangkan usaha perikanan terutama perikanan tangkap dan budidaya sebagai usaha utama masyarakat, perkembangan selanjutnya sejalan dengan menurunnya produktifitas hasil tangkapan ikan dan hasil budidaya tambak, maka masyarakat mulai memikirkan beberapa alternatif dari mata matapencaharian yang potensial yaitu mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Bahkan di saat ini perkembangan pertambangan batu bara juga sudah mulai berkembang di wilayah ini disamping pertambangan minyak yang telah dilakukan lama oleh perusahaan VICO, yang dapat memungkinkan untuk penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar. Hal ini akan  menjadikan klaster ekonomi unggulan disamping dari hasil perikanan yang dirasakan trendnya menurun maka hasil perkebunan dan olahan hasil perikanan akan dapat menjadi komoditas unggulan di daerah ini.

b.1. Mata Pencaharian

Penduduk desa Salopalai sebagian besar hidup sebagai karyawan swasta 33 % (tabel 4). Hal ini berkaitan dengan mulai berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara, sehingga akan membawa kontribusi positif bagi masyarakat untuk penyediaan lapangan kerja. 

 Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Salopalai maka yang lebih utama dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan potensi SDM dan SDA yang dimiliki, seperti pembangunan dan pengembangan kawasan pantai dengan memperhatikan akan kelestarian ekosistem pantai. Disamping faktor ketersediaan SDA yang melimpah, ternyata sungguh eroni bagi keberadaan masyarakat desa Salopalai ternyata terdapat jumlah penduduk yang tidak bekerja dan sedang menganggur kurang lebih 48, 3%. Hal ini menutut perhatian lebih bagi pemerintah daerah maupun pusat guna memikirkan bagaimana pola pemberdayaan dan peningkatan kualiras SDM masyarakat desa Salopalai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Persentase Mata Pencaharian Masyarakat

	No
	Jenis Mata Pencaharian
	Jumlah Penduduk (jiwa)
	Prosentase

 (%)

	1

2

3

4

5


	PNS

Swasta

Tani/Nelayan

Tidak Bekerja

Pengangguran

Jumlah
	10

458

250

379

292

1.388
	0,7

33

18

27,3

21

100


Sumber: Data olah, 2011

b,2. Tingkat Pendapatan Masyarakat


Gambaran umum yang pertama kali bisa dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat adalah fakta-fakta yang bersifat fisik dan non fisik. Fakta fisik berupa kualitas pemukiman, sedangkan fakta non fisik dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pola konsumsi dan tingkat pendapatan (Kasim dalam Kusnadi, 2000). Selain itu, kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi rumah tangga masyarakat miskin adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Kebutuhan dasar lainnya, seperti perumahan dan sandang dijadikan sebagai kebutuhan sekunder (Pitomo dalam Kusnadi, 2000).


Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa pesisir, taraf hidupnya rendah. Kesulitan dalam mengatasi masalah kebutuhan hidup sehari-hari dan kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan ini harus menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan masa berakhirnya. Kerawanan di bidang sosial-ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan dibidang kehidupan yang lain. Tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan dimanapun berada. Masyarakat pesisir sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut. Pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi aktivitas kesektor pekerjaan lain sehingga mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya (Kusnadi, 2002).


Masyarakat pantai desa Salopalai pada umumnya juga sama seperti di daerah lain yang masyarakatnya tinggal di sepanjang pantai, mereka tergolong masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan penghasilan dari perikanan tangkap dan budidaya tambak yang tidak menentu, ditambah lagi kebutuhan akan operasional penangkapan seperti solar yang semakin mahal, dan operasional tambak seperti harga bibit dan obat-obatan yang relatif tinggi, sehingga nelayan petambak cenderung terjepit dengan kondisi tersebut. 
[image: image2.jpg]





                  Gambar 5.  Gambaran Tambak di desa Salopalai

Masyarakat di daerah ini beranggapan bahwa hasil tangkapan dari tahun ke tahun semakin menurun, dan sering terjadi gagal panen pada usaha tambak mereka, sehingga akan berdampak kepada pendapatan mereka, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab seperti: 

1. Areal penangkapan masyarakat yang tidak lebih dari 2 mil, sehingga ikan yang dapat ditangkap sangat terbatas dibandingkan jika dapat menangkap dengan lebih dari 2 mil.

2. Alat tangkap nelayan yang masih relatif sederhana, sehingga hanya mampu untuk melakukan aktifitas penangkapan pada khurun waktu tertentu dan areal yang terbatas.

3. Harga bibit dan obat-obatan yang mahal

4. Seringnya gagal panen bagi petambak dikarenakan virus white spot

5.  Bahan bakar minyak yang semakin mahal

6. Pencemaran perairan pantai

Dari beberapa penyebab dari menurunnya produksi perikanan baik dari perikanan tangkap maupun bididaya, menuntut masyarakat untuk dapat memikirkan alternatif usaha lain untuk sebagai penopang hidup. Pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan diharapkan dapat sebagai alternatif sebagai solusi dari penurunan hasil dari usaha perikanan yang sudah diusahakan relatif lama oleh penduduk setempat.
E. Metode Aplikasi PRA

Lokasi penelitian adalah di desa Salopalai kecamatan Muara Badak terletak di bagian utara Delta Mahakam. Maksud peneliti memilih desa Salopalai, karena desa ini mempunyai karakteristik spesifik unik untuk diteliti,karena desa ini satu diatara desa yang karakter masyarakat sebelumnya bermata pencaharian utamanya pada bidang perikanan terutama sebagai nelayan dan pembudidaya tambak. Pada saat ini ada kecenderungan dengan seiring berkurangnya hasil usaha perikanan yang mereka usahakan, maka masyarakat akan memikirkan alternatif mata pencaharian sebagai sistem adaptasi dari kondis alam yang ada. Dengaan dibukanya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan Batubara, maka akan dirasakan nilai tambahnya bagi masyarakat terutama untuk penyediaan lapangan kerja. Disamping itu juga karakter unik pada desa ini adalah dengan kondisi yang sangat minim fasilitas misalnya dengan tidak tersedianya jaringan listrik, maka berdampak kepada pola kehidupan yang adaptif. 
Metode PRA yang telah dilakukan adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi data monografi desa Salopalai, Laporan Tahunan Kecamatan Muara Badak, data dinas Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan hasil penelitian serta jurnal yang sejenis sebagai tambahan pembahasan hasil penelitian.

Survei pendahuluan ke lokasi penelitian untuk pengecekan lokasi, pelaporan kegiatan ke instansi seperti desa dan kecamatan dan penentuan sample respoden. Penentuan sampel penelitian secara Proportionate Random Sampling berjumlah 20 orang berdasarkan dengan mengambil masing-masing unsur 2 orang yang terdiri dari unsur : Petambak, nelayan, pengolah hasil perikanan, pemuka masyarakat, instansi RT dan Desa (non aktif), selain itu melakukan konfirmasi kegiatan penelitian kepada pihak kecamatan, kelurahan dan rukun tetangga setempat.

Pengidentifikasian sumberdaya alam dengan tehnik PRA dan RRA dengan teknik FGD yang membagi menjadi 3 kelompok diskusi terarah yang masing masing membahas tentang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat, Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Alternatif mata pencaharian sesuai dengan kebutuhan data melalui teknik wawancara dan observasi langsung dilapangan.

Melakukan diskusi dengan masyarakat dan Instansi pemerintahan desa dengan menggunakan metode ZOPP. Dalam diskusi ini bertujuan untuk melakukan kross cek dari hasil PRA dan RRA yang sudah dilakukan apakah pemerintah sudah mengetahui, memahami dan  melaksanakan dari hasil indentifikasi sumberdaya alam yang telah dilakukan 
E.1. Aktivitas Mata Pencaharian 

Kegiatan ini berorientasi kepada alternatif mata pencaharian yang dilakukan disetiap di desa Salopalai,  yang mana dengan kecenderungan dari usaha petani tambak dan sebagai nelayan masih dominan dusakan oleh sebagian besar masyarakat. Ke tiga usaha tersebut relatif masih dilakukan secara ekstensif tradisional dan cenderung mengalami penurunan hasil baik itu hasil pertanian, tambak maupun hasil tangkapan nelayan. Sejalan juga dengan usaha penangkapan, dengan seiring pula dengan menurunnya kualitas perairan, maka akan berdampak kepada semakin menurunnya hasil tangkapan. Hal ini dituntut suatu alternatif mata pencaharian yang diharapkan dapat menopang penghidupan dan income dari masyarakat delta pada umumnya dan desa Salopalai kecamatan Muara Badak pada khususnya.

Masyarakat desa Salopalai pada umumnya merupakan masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan yang mempunyai karakteristik yang khas dalam melakukan kegiatan pertanian, penangkapan dan dalam bertambak. Hal ini sudah terjadi dalam beberapa puluh tahun yang lalu, yang sudah barang tentu mempunyai claim terhadap kepemilikan tanah disekitar delta mahakam umumnya dan desa Salopalai pada khususnya, meskipun bentuk secara legal formal dalam sertifikat Belum dimiliki.  Dengan seiring semakin banyaknya pendatang yang datang ke delta mahakam dan di desa Salopalai kecamatan Muara Badak pada umumnya, berindikasi terhadap semakin banyaknya lahan hutan Mangrove yang dirubah fungsikan menjadi lahan-lahan tambak. Proses perubahan fungsi ini, secara tidak langsung akan merubah fungsi ekologis di delta mahakam, karena semakin berkurangnya plasma nuftah yang ada di daerah ini sebagai penopang kehidupan ekosistem delta mahakam. 

Dengan seiring bergulirnya era reformasi bahwa lahan yang tadinya masih kosong mulai dimanfaatkan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit mulai digalakan pemerintah guna kebutuhan ekspor, yang dirasakan solusi terbaik guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, pembukaan lahan untuk areal tambang batubara juga sedang marak di daerah ini.  Disatu sisi keberadaan perkebunan dan pertambangan batubara didaetra ini dapat berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat melalui rekrutmen karyawan preusan tersebut, akan tetapi di sisi lain akan berdampak negatif kepada kerusakan lingkungan dan kelestarian ecosistema. Dengan tidak sempurnannya sarana pembuangan limbah preusan tersebut, akan mencemari lingkungan perairan, terutama lingkungan sungai di sekitar daerah ini. Dengan tercemarnya lingkungan tersebut, akan berdampak kepada matinya hasil tambak manyarakat, berkurangnya hasil tangkapan masyarakat dan juga akan berdampak kepada ketersediaan sumber kebutuhan air bersih baik itu untuk keperluan konsumsi air minum maupun untuk kebutuhan yang lain 






Gambar 6.  Bagan Mata Pencaharian masyarakat Desa Salopalai

Berdasarkan gambar 6 terlihat bahwa keberadaan perusahaan perkebunan dan tambang di sekitar desa Salopalai akan menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat. Sistem rekrutmen karyawan yang juga memerkerjakan masyarakat sekitar dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat, minimal dapat mengurangi pengangguran. Hasil FGD juga menyebutkan bahwa masyarakat desa Salopalai juga bermata pencaharian sebagai tukang/buruh bangunan dan sebagai pedagang baik membuka Waring maupun perdagangan yang lain.

Berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat desa Salopalai, dapat diketahui beberapa permasalahan social antara lain mengenai pendapatan yang rendah.  Sebagai akibat dari  kerusakan hutan mangrove sebagai konsekuesi pembukaan tambak secara besar-besaran akan berdampak kepada kerusakan lingkungan. Selain dengan efik negatif pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara yang membuang limbahnya ke sungai dan Laut, akan berdampak nyata terhadap kerusakan lingkungan. Dengan kondisi lingkungan yang rusak, akan mengakibatkan matinya sebagian besar usaha budidaya dan hasil tangkapan nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini;









Gambar 7.  Diagram pohon Masalah masyarakat desa Salopalai

Berdasarkan gambar 7 diatas, masyarakat beranggapan bahwa  permasalahan tentang rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh gagalnya hasil panen tambak masyarakat, kemudian hasil tangkapan nelayan yang berkurang dan tidak tersedianya jeringan listrik yang berakibat pada usaha pengolahan ikan masyarakat tidak lancar. 

Dengan permasalahan pendapatan masyarakat yang rendah, akan berakibat kepada semakin banyaknya masyarakat desa Salopalai yang menganggur, kemudian kebutuhan pokok yang harganya semakin tidak terjangkau dan pelayanan kesehatan yang dirasa relatif mahal bagi masyarakat. Hal ini menharuskan perlu adanya suatu pemberdayaan masyarakat guna menciptakan sistem alternatif mata pencaharian yang potencial dan dapat menciptakan Blaster ekonomi local sebagai andalan dari masyarakat desa Salopalai. Berdasarkan FGD dengan masyarakat desa Salopalai diperoleh informasi bahwa masyarakat cenderung untuk tidak akan menjual tambak mereka akan tetapi akan disewakan ke orang lain, sedangkan mereka akan bekerja sebagai karyawan preusan karena dirasa penhasilan yang diperoleh akan lebih besar, sehingga mereka akan lebih banyak desempatan untuk menabung (saving) disimpan sebagai cadangan keperluan dimasa mendatang.

E.2. Konstruksi Gender di Desa Salopalai

Gender merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan tuhan yang mahaesa dan merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki di bentuk oleh budaya yang dapat dikontruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gender adalah peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan.

Pada masyarakat Desa Salopalai partisipasi gender adalah:

1. Perempuan sebagai isteri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti halnya memasak, mencuci, menjaga anak, menyapu, dll yang sifatnya domestik.

2. Laki-laki sebagai suami melakukan pekerjaan di Tambak maupun sebagai nelayan tanpa terlibat pada kegiatan / rutinitas dalam rumahtangga.

3. Perempuan yang terlibat dikegiatan diluar rumah yang mengahasilkan uang dinilai sebagai pencari nafkah tambahan.

4. Laki –laki  diidentifikasi sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

5. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan perempuan jarang dilibatkan.

6. Laki-laki lebih cenderung sebagai pemimpin tanpa melihat nilai kwalitas keduanya.

7. Pada kegiatan hari-hari aktifitas perempuan yang mendominasi dari pada laki-laki, perempuan dikatakan sebagai pelayan suami dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur, dan perempuan memiliki fungsi daobel garden didalam beraktifitas keseharian.

Identifikasi perempuan dan laki-laki sebagai masyarakat terhadap pemerintahan di Desa Salopalai berdasarkan :
1. Akses terhadap sumberdaya pembangunan

Adanya konflik antara pemerintah Desa dengan Masyarakat sehingga berpengaruh pada akses masyarakat terhadap sumberdaya pembangunan dalam hal ini laki-laki dan perempuan. 

2. Berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan Masyarakat salopalai belum berpartisipasi secara maksimal dikarenakan terdapat kesenjangan antara masyarakat dengan pihak pemerintah

3. Kontrol atas sumberdaya pembangunan

Tidak terdapatnya data akurat antara pemerintah dengan kondisi lapangan (masyarakat) sehingga sehingga perlu perhatian khusus sebab tidak adanya alat evaluasi atas kerja-kerja pemerintahan.

4. Manfaat dari hasil pembangunan

Belum adanya manfaat yang cukup berarti terhadap masyarakat dari hasil pembangunan, hal yang sangat dirasakan adalah adanya bagian-bagian marjinalisasi/terpinggirkan bagi masyarakat kecil di Desa salopalai.
Adapun  dalam hal identifikasi dari setiap peran gender di desa Salopalai, maka akan lebih dijelaskan lebih ribci pada table 8, 9, dan 10 sebagai berikut:.

Tabel 8. (akses) dan penguasaan (kontrol) laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dalam lembaga formal dan informal di setiap keluarga 

	Data
	Hasil
	KAJIAN GENDER

	Siapa yang memiliki peluang (akses) dan penguasaan  (kontrol)  terhadap sumberdaya :

· Sumberdaya fisik

· Pasar komoditi

· Sumberdaya sosial budaya
	Laki-laki sebagai suami lebih banyak memiliki akses dan control terhadap sumberdaya fisik seperti dalam hal penggunaan alat, pasar dan sumberdaya sosial budaya hal tersebut dikondisikan bahwa makna bahwa perempuan sebagai perempuan ikut apa kata suami.
	Terdapat ketidakadilan, diskriminasi, pelabelan negative dan eksploitasi seksual

	Siapa (kelas sosial mana)yang memiliki sumberdaya?
	Dari segi pendidikan mayoritas perempuan di Desa Salopalai berpendidikan, tetapi didalam pelaksanaan kepemilikan sumberdaya laki-laki yang mayoritas mengatasnamakannya (ex. Kepemilikan harta bersama cenderung nama suami)
	Terdapat ketidakadilan, diskriminasi, pelabelan negative dan eksploitasi seksual

	Siapa (kelas sosial mana,P/L) yang memperoleh manfaat sumberdaya yang ada
	Manfaat yang diperoleh masih terbatas dan banyak dirasakan oleh laki-laki saja
	Terdapat ketidakadilan, diskriminasi, pelabelan negative dan eksploitasi seksual


Tabel 9.   Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan di Desa Salopalai

	Data
	Hasil
	Gender

	Kegiatan produktif sering dilakukan laki-laki,  kegiatan reproduktif selalu dilakukan oleh perempuan, kegiatan sosial dilakukan oleh  perempuan dan laki-laki 
	Masalah / kebutuhan masyarakat dirasakan untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarga
	Perlu adanya kegiatan / usaha produktif yang dapat mendukung pendapatan keluarga sehingga peran keduanya sangat berpengaruh


Tabel 10.  Kajian keadaan masyarakat di Desa Salopalai dengan menggunakan metode PRA saja dan metode PRA berperspektif gender 

	No
	Metode PRA
	Metode PRA berperspektif Gender

	1.
	Perempuan : 

· berurusan dengan dapur, sumur, kasur.

· Hamil, melahirkan, menyusui.

· Mengasuh dan mendidik anak

Laki-laki :

· Pencari nafkah

· Penanam modal dalam keluarga
	Perempuan : sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami, pencari nafkah tambahan (bagi perempuan yang bekerja menghasilkan uang).

Laki-laki : sebagai kepala rumahtangga, pencari nafkah utama, pemimpin, melindungi



	2.
	Perempuan terlibat dikegiatan rumahtangga dan juga terlibat dikegiatan usaha tambak tetapi yang menjadi permasalahan tidak adanya pengakuan bahwa peluang perempuan sangat besar bagi perkembangan sektor perikanan.

Laki-laki durasi bekerja hanya dibatasi di tambak selebihnya banyak kegiatan kosong yang tak berarti dan tidak memiliki nilai.
	Perempuan di Desa salopalai terlibat dalam sektor perikanan tetapi terbatas dalam pemanfaat sumberdaya hal tersebut yang menjadikan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan pembudidaya tambak atau nelayan sekitar. 

Laki-laki merasa superpower dalam mengelola hasil perikanan tanpa melihat keberhasilan yang diperoleh.


E.3. Perencanaan yang responsive gender dengan menggunakan PRA

· Dalam keluarga : terjadi ketimpangan gender sebab semua kegiatan domestik masih dilakukan oleh perempuan, dan laki-laki tidak peduli          ( patriarkat)

· Dalam Masyarakat : peran perempuan masih dibatasi dalam hal-hal yang tidak penting missal dalam sebuah kegiatan dilibatkan dalam bidang konsumsi atau penerima tamu.

· Dalam Pemerintahan : kebijakan yang ada masih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.

Dari hasil tersebut dinyatakan masyarakat di Desa salopalai masih ada ketimpangan Gender atau ketidak adilan gender, sehinga dalam prinsip PRA yang dilakukan diperlukan metode pemberdayaan (penguatan masyarakat) bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat. Kemampuan tersebut akan dilakukan akan dilakukan proses pengkajian, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan sampai pada pemberian penilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang berlangsung.
Tabel 11. Penilaian kebutuhan Gender bagi Perempuan di Desa Salopalai

	KEBUTUHAN PRAKTIS
	KEBUTUHAN SRATEGIS

	Perempuan terlibat didalam usaha tambak dan pengolahan hasil tambak ex.Pembuatan Kerupuk ikan bandeng
	Terlibat dikegiatan shalawatan

	Akses mencari air bersih
	Memiliki hak bicara

	Memasak setiap hari
	Kemampuan memimpin


E.3. Kelembagaan Masyarakat


Pada prinsipnya kelembagaan masyarakat merupakan aturan dan sebagai organisasi. Terdapat hal utama yang mencirikan suatu kelembagaan yaitu:

1. Batas Kewenangan (Juridictional Boundary), konsep batas yuridiksi atau batas kewenangan dapat diartikan sebagai batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiiki oleh suatu preferensi. Dalam organisasi batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut

2. Hak dan kwajiban (property right), konsep ini selalu mengandung makna sosial yang berimplikasikan ekonomi, konsep ini sendiri dari konsep hak (right) dan kwajiban (obligation) dari semua lapisan peserta yang didefinisikan atau diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau konsesus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat

3. Aturan Representasi (rule of Representation) merupakan aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi tidak ditentukan oleh besarnya uang rupiah yang dibagikan, melainkan ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat anggota yang terlibat.

Berkaitan dengan kelembagaan sosial yang berlaku disuatu masyarakat, maka mengenal pula tentang kelembagaan lokal. Sekurang-kurangnya ada tuga tingkatan dalam kelembagaan lokal ini, yaitu:

1. Kelompok, merupakan sekumpulan orang yang memiliki identitas sendiri dengan beberapa kesamaan kepentingan (minat), misalnya RT, kelompok berdasarkan pekerjaan, umur, etnik dan jender.

2. Komunitas, merujuk pada suatu unit tempat tinggal yang relatif memiliki kehidupan sosial ekonomi sendiri, digambarkan suatu unit interaksi sosial ekonomi yang lebih menunjuk pada sistem administrasi/teritorial yang lebih rendah, misalnya desa/kelurahan

3. Lokalitas, menunjukan pada sejumlah komunitas yang mempunyai hubungan kerja sama sosial dan ekonomi, setingkat kecamatan dimana pusat pasar berada yang dicirkan oleh kesatuan komunitas, yang mempunyai relasi sosial dan ekonomi dengan suatu paket pertumbuhan.

Sedangkan kelembagaan secara sektoral terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu:

1. Privat, yang beroprasi pada untuk mencari keuntungan bisnis dan pelayanan jasa, perdagangan atau industri, tetapi ada penjual pelayan sosial yang cenderung non profit

2. Partisipasi masyarakat, perekonomian rakyat, yang tumbuh dan digantikan oleh warga masyarakat secara sukarela untuk kepentingan bersama

3. Pemerintahan, yang menyangkut lembaga birokrasi dan pemerintahan.

Berdasarkan FGD yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa Salo Palai bahwa masyakarat beranggapan terdapat  beberapa kelembagaan masyarakat yang berhubungan dengan pola dan interaksi sosial di masyarakat. Kelembagaan masyarakat tersebut baik itu bersifat lembaga privat, bentuk partisipasi masyarakat dan juga dalam kelembagaan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.









Gambar 8.  Pola Keterkaitan Kelembagaan Sosial di desa Salopalai

`Pada Gambar 8 terlihat bahwa pola kelembagaan masyarakat di desa Salopalai sangat berkaitan langsung dengan kelembagaan Kelompok Tambak, Ponggawa (pengumpul) dan Karangtaruna. Masyarakat memandang bahwa dengan karakteristik masyarakat dengan pada dahulunya sebagai petambak dan areal tambak masih relatif luas, mengartikan bahwa masyarakat desa Salopalai masih sebagian mengusahakan usaha tambak sebagai pengasilan utama. Keterkaitan lembaga kelompok petambak dengan ponggawa sangat erat, karena pola kerjasama dimana petambak memperoleh modal usaha operasional tambak dengan meminjam kepada ponggawa, dengan sistem pengembalian dari hasil panen.


Pemuda sebagai harapan bangsa dirasakan betul pentingnya bagi masyarakat Desa Salopalai. Dengan terbentuknya karang taruna masyarakat beranggapan dapat sebagai sarana menyalurkan potensi dan bakat pemuda untuk dapat tampil dan membangun desa Salopalai. Disamping itu dengan sebagian besar penduduk desa Salopalai yang berumur produktif menjadikan harapan dan potensi yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial yang dapat di berdayakan.


Masyarakat desa Salopalai juga memandang bahwa keberadaan kelompok nelayan, kelompok pengolah hasil,kelompok sholawatan juga berkaitan dengan pola kehidupan bermasyarakat. Dengan harapan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan membantu penghasilan keluarga, mengharuskan masyarakat juga bekerja sebagai nelayan sebagai mata pencaharian sampingan. Disamping itu, dengan terbentuknya kelompok pengolah hasil perikanan yang anggotanya didominasi oleh para ibu rumah tangga, diharapkan dapat membantu dan menambah penhasilan keluarga. Masyarakat desa Salopalai juga menyadari bahwa kebutuhan rohani melalui kelompok sholawatan dirasa dapat untuk membina kebutuhan rohaniah masyarakat, sehingga disamping kebutuhan duniawi terpenuhi juga kebutuhan rohani juga dapat diperoleh. Pendidikan di lembaga sekolah juga dirasa perlu bagi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga dianggap perlu bagi masyarakat, sehingga keberadaan posyandu dirasa dapat membantu terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di desa Salopalai.


Berdasarkan gambar 6 terlihat bahwa masyarakat desa Salopalai dirasa kurang berhubungan dengan lembaga pemerintahan di sekitar baik itu kelurahan maupun kecamatan. Masyarakat beranggapan bahwa kedua lembaga pemerintahan terssebut hanya melayani urusan-urusan formal saja seperti untuk pengurusan KTP, SPPT dan  pengurusan akte kelahiran. Hal ini berdampak kepada kekurang tahuan masyarakat tentang program-program maupun rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, sehingga diperlukan pola kerjasama dan saling menyadari bahwa pemerintah juga berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang sudah semestinya memerlukan dukungan oleh masyarakatnya, dan sebaliknya segala program dan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sudah sewajarnya masyarakat mengetahuinya dan harus lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

F. Hasil Pertemuan PRA


Berdasarkan dari pertemuan PRA dengan masyarakat, kemudian hasil tadi di dusikusikan dalam bentuk ZOPP (rembuk desa) dengan seluruh stakeholder di masyarakat desa Salopalai menghasilkan beberapa hasil diskusi, adalah sebagai berikut:

A. Kelembagaan Ekonomi

1. Penguatan Kelompok Petambak dan nelayan perlu ditingkatkan

2. Penguatan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan perlu ada system pengemasan dan pemasaran yang lebih baik (sederhana mengarah kearah yang lebih kontinyu)

3. Perlu program dari lembaga pemerintah yang bisa langsung dirasakan masyarakat (misalnya: ketersediaan BBM sangat dirasakan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Desa Salopalai  yang belum terjangkau listrik)
B. Alternatif Mata Pencaharian

1. Terdapat 7 (tujuh) mata pencaharian yang dominan di desa Salopalai 3 diantaranya:

Petani 30 %, Petambak dan Nelayan 25%, Karyawan Perusahaan 12%

2. Potensi Pendapatan tertinggi masyarakat adalah sebagai karyawan perusahaan

3. Sedangkan pada mata pencaharian lain antara pendapatan dan pengeluaran seimbang

4. Beberapa permasalahan masyarakat yang ditemui:

a. Petambak dan nelayan masyalahnya terdapat pada ketersediaan modal, penyuluhan yang kurang secara teknis dan lembaga kredit yang dirasa masih kurang)

b. Karyawan Perusahaan, terdapat kecenderungan rekrutment karyawannya dari luar penduduk desa Salopalai

5. Strategi Alternatif Mata Pencaharian yang ditawarkan adalah selain bekerja sebagai karyawan masyarakat tetap tidak meninggalkan atau menjual tambak mereka, tetapi mencari pekerja untuk mengelola dan menjaga tambak mereka

6. Keberadaan listrik sangat diharapkan terutama untuk usaha pengolahan hasil perikanan

C. Analisis Gender dan Keterlibatan Perempuan

1. Aktifitas penduduk laki-laki cenderung ke arah model Patriaki dan ranah publik (laki-laki lebih dominan) sedangkan perempuan cenderung mengarah ke ranah domistik

2. Status kepemilikan penduduk laki-laki cenderung lebih dominan (patriaki)

3. Status kemasyarakatan dan dalam kepemerintahan cenderung sama karena pada hakekatnya masyarakat cenderung pasif

4. Peningkatan kapasitas membangun dari diri sendiri perlu di prioritaskan

5. Peran pemerintah sudah ada, hanya saja ada beberapa yang perlu  terakomodir, misalnya:

a. Terdapat beberapa penyakit yang belum dijamin ASKES sehingga masyarakat merasa biaya berobat basih tanggung jawab masyarakat sendiri sehingga dirasa masih memberatkan

b. Kebutuhan air yang belum mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan

c. SDM Masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kualitas keluarga

d. Pembuatan KTP  masih memerlukan biaya yang cukup mahal dan relatif selesainya lama.

G. Strategi Pengembangan Klaster Ekonomi Lokal

Hakekat pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi laut yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan melalui usaha-usaha agribisnis perikanan yang profitable. Upaya pemberdayaan itu akan lebih terarah, jika dilaksanakan secara intensif dengan mengikutsertakan langsung masyarakat atau kelompok sasaran dan pemerintah sehingga lebih efektif karena sesuai kehendak dan kemampuan mereka sendiri.

Sejalan dengan hakekat dari pemberdayaan masyarakat, strategi dalam pengembangan klaster ekonomi lokal bahwa pada dasarnya masyarakat sudah mempunyai kemampuan dasar dalam usaha perikanan terutama dalam perikanan tangkap dan budidaya tambak. Meskipun pada akhir-akhir ini sejalan dengan penurunan hasil tangkapan dan budidaya tambak, dan mulai bemunculan perkebunan dan pertambangan batubara, masyarakat  mulai beralih menjadi karyawan di perusahaan tersebut akan tetapi juga berkeinginan untuk mempertahankan usaha perikanan. 

Hal ini mendorong ke arah sistem adaptasi ekonomi masyarakat, dalam hal ini masyarakat lebih mengharapkan untuk dapat bekerja sebagai karyawan perusahaan juga masih juga mengusahakan budidaya tambak maupun perikanan tangkap dengan membuat demplot dalam usaha tambak yang intensif dan peningkatan dalam hal operasional kapal dan alat tangkap yang lebih baik. Sedangkan untuk usaha pengolahan hasil perikanan, masyarakat berharap untuk bisa dikontinyukan asalkan aliran jaringan listrik sudah ada. 

Dengan penguatan kelembagaan sosial masyarakat dalam rangka untuk menciptakan alternatif mata pencaharian yang potensial, maka masyarakat beranggapan usaha budidaya merupakan yang direkomendasikan sebagai pengembangan klaster ekonomi masyarakat dengan sebelumnya dibuat demplot tambak percontohan, sedangkan usaha pengolahan hasil perikanan juga dirasa bisa menjadi fokus pengembangan klaster ekonomi masyarakat dengan lebih menekankan pada peran ibu-ibu. 
H. Rekomendasi Penelitian Lanjutan untuk Tahun ke dua
Adapun rekomendasi untuk kelanjutan ditahun ke dua merupakan  lebih mengarah kepada rangkaian kegiatan pemberdayaan mengenai usaha pengolahan hasil perikanan yang diharapkan dapat dilakukan secara terpadu yang direncanakan meliputi kegiatan pelatihan fasilitasi bagi agen pembangunan desa pelatihan teknis dan manajerial untuk pengembangan mata pencaharian alterntif, penguatan kelompok, pendampingan dan monitoring-evaluasi terhadap dinamika klaster.  Diharapkan dengan rangkaian kegiatan pemberdayaan terpadu ini, masyarakat anggota klaster mampu meningkatkan kinerja personal dan kelembagaan dalam rangka pengembangan klaster yang bersangkutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

4. Strategi Alternatif Mata Pencaharian yang ditawarkan adalah selain bekerja sebagai karyawan masyarakat tetap tidak meninggalkan atau menjual tambak mereka, tetapi mencari pekerja untuk mengelola dan menjaga tambak mereka

5. Aktifitas penduduk laki-laki cenderung ke arah model Patriaki dan ranah publik (laki-laki lebih dominan) sedangkan perempuan cenderung mengarah ke ranah domistik

6. Status kepemilikan penduduk laki-laki cenderung lebih dominan (patriaki)

7. Status kemasyarakatan dan dalam kepemerintahan cenderung sama karena pada hakekatnya masyarakat cenderung pasif

8. Peran pemerintah sudah ada, hanya saja ada beberapa yang perlu  terakomodir
C. Saran

1. Penguatan Kelompok Petambak dan nelayan perlu ditingkatkan

2. Penguatan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan perlu ada system pengemasan dan pemasaran yang lebih baik (sederhana mengarah kearah yang lebih kontinyu)

3. Perlu program dari lembaga pemerintah yang bisa langsung dirasakan masyarakat 
4. Peran pemerintah sudah ada, hanya saja ada beberapa yang perlu  terakomodir dan ditingkatkan

5. Agar lebih mengarah kepada rangkaian kegiatan pemberdayaan secara  lebih terpadu yang direncanakan meliputi kegiatan pelatihan fasilitasi bagi agen pembangunan desa pelatihan teknis dan manajerial untuk pengembangan mata pencaharian alterntif, penguatan kelompok, pendampingan dan monitoring-evaluasi terhadap dinamika klaster yang diaktualisasikan pada tahun ke dua  
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Rural Rapid Appraisal (RRA) : 


Peneliti, Masyarakat,  Swasta, Pemda/Dinas, Pemerintahan Desa, LSM








Participatory Rural Appraisal (PRA) :


Masyarakat, Peneliti,  Swasta Pemda/Dinas, Pemerintahan Desa,  LSM.





E K S  P O S E





Penentuan Lokasi  :


Desa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara








Riset keilmuan (teknis, manajerial dan sosial ekonomi) : Tim Peneliti, ,  Masyarakat 





Perencanaan Desa  


dengan Metode ZOPP dan LFA : : Masyarakat, Tim Peneliti, Pemda/Dinas, Pemerintahan desa,  Swasta, LSM.





Hasil Rencana  Pembangunan Desa (Buku dan Film Panduan)





LOCAL ECONOMIC


DEVELOPMENT


(LED)





KRITERIA POKOK :


Orientasi Kebutuhan


Prakarsa Lokal


Pengembangan Sumberdaya Lokal


Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan/Ekosistem





KLASTER


EKONOMI





Pelatihan Agen Pembangunan Desa Pesisir





PROGRAM


PEMBERDAYAAN


MASYARAKAT





Monitoring Evaluasi





Pendampingan Kelompok





Penguatan Kelompok





Pelatihan Managerial dan Teknis





KEMANDIRIAN


EKONOMI


MASYARAKAT


PESISIR





Petambak


25 %





Nelayan 


25 %





Petani  30%





Karyawan


Perusahaan 12 %





Pengolah Hasil


Perikanan 


15 %





Matapencaharian


Masyarakat





Pedagang


5 %





Tukang 1 %





Masyarakat Menganggur





Pemberdayaan Masyarakat





Harga Kebutuhan Pokok tak Takterjangkau





Tidak tersediannya Jaringan Listrik PLN





Pendapatan Rendah





Hasil Tangkapan


Kurang





Tambak Gagal Panen





Kebutuhan Kesehatan yang tidak terjangkau





Kecamatan





Kelompok Solawatan





Kelompok Nelayan





Ponggawa





Kelurahan





Kelompok Pembutan Amplang





Karang Taruna








Masyarakat





Sekolah





Kelompok Tambak





Posyandu
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